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Abstract

Notaries play a strategic role in the Indonesian legal system as public officials authorized to draw up authentic
deeds. Authentic deeds drawn up by notaries have full probative force before the law and play an important role
in ensuring legal certainty and protection for the parties involved. This article discusses in depth the role of
notaries in the process of drawing up authentic deeds and their impact on the validity of an agreement or legal
action. This study uses a normative legal approach by examining relevant legislation and legal literature. The
findings indicate that the professionalism, integrity, and compliance of notaries with legal procedures are
determining factors in the validity of the deeds they create. Deviations from procedures by notaries can cause
deeds to lose their authentic force and result in the nullification or invalidity of an agreement under the law.
Therefore, enhancing oversight of the notary profession and providing legal education to the public are crucial in
maintaining the integrity of authentic deeds as valid and trustworthy legal instruments.
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Abstrak

Notaris memegang peran strategis dalam sistem hukum Indonesia sebagai pejabat umum yang diberi
wewenang untuk membuat akta otentik. Akta otentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan
pembuktian yang sempurna di hadapan hukum dan berperan penting dalam menjamin kepastian serta
perlindungan hukum bagi para pihak. Artikel ini membahas secara mendalam peran notaris dalam proses
pembuatan akta otentik serta dampaknya terhadap keabsahan suatu perjanjian atau tindakan hukum.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan
dan literatur hukum yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa profesionalisme, integritas, dan
kepatuhan notaris terhadap prosedur hukum merupakan faktor penentu keabsahan akta yang dibuat.
Penyimpangan prosedur oleh notaris dapat menyebabkan akta kehilangan kekuatan otentiknya dan
berdampak pada batal atau tidak berlakunya suatu perjanjian secara hukum. Oleh karena itu, peningkatan
pengawasan terhadap profesi notaris dan edukasi hukum kepada masyarakat menjadi hal yang krusial dalam
menjaga marwah akta otentik sebagai instrumen hukum yang sah dan terpercaya.

Kata Kunci: Notaris, Akta Otentik, Keabsahan Hukum

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum Indonesia, notaris memiliki kedudukan yang sangat penting
sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat
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akta otentik. Keberadaan notaris tidak hanya sebagai pelengkap administrasi hukum,
tetapi juga sebagai penjamin kepastian, perlindungan, dan ketertiban dalam berbagai
transaksi dan perjanjian hukum. Akta otentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan
pembuktian yang sempurna, sehingga mampu memberikan nilai hukum yang kuat di
hadapan pengadilan maupun dalam penyelesaian sengketa hukum lainnya. Oleh karena
itu, peran notaris tidak bisa dipisahkan dari sistem hukum perdata Indonesia yang sangat
menjunjung tinggi bukti tertulis dalam proses pembuktian. Dalam praktiknya, akta otentik
seringkali menjadi bukti utama dan krusial dalam perjanjian jual beli, hibah, perjanjian
utang-piutang, pendirian badan usaha, hingga peralihan hak atas tanah dan properti.’

Keberadaan akta otentik sebagai produk hukum dari notaris memberikan legalitas
formal atas setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh para pihak. Akta tersebut tidak
hanya menunjukkan bahwa suatu peristiwa hukum telah terjadi, tetapi juga menjamin
bahwa proses tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal
ini menjadi sangat penting dalam masyarakat yang semakin kompleks, di mana kepastian
hukum menjadi kebutuhan utama dalam segala bentuk interaksi sosial, ekonomi, maupun
bisnis. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, masih terdapat berbagai persoalan yang
muncul terkait pelanggaran etik, penyalahgunaan wewenang, hingga kelalaian notaris
dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dapat berdampak serius terhadap keabsahan hukum
suatu akta, bahkan dapat mengakibatkan batalnya perjanjian atau tindakan hukum yang
telah dibuat para pihak.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pentingnya peran notaris bukan hanya
terletak pada kewenangannya membuat akta, tetapijuga pada tanggung jawab moral dan
profesionalnya untuk menjalankan tugas secara jujur, independen, dan berintegritas.
Notaris harus memastikan bahwa setiap akta yang dibuat telah memenuhi syarat formil
dan materiil sesuai ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) serta tidak
mengandung cacat hukum yang dapat merugikan para pihak di kemudian hari. Oleh karena
itu, pemahaman mendalam mengenai tanggung jawab dan peran strategis notaris dalam
pembuatan akta otentik sangat penting untuk dikaji, baik dari aspek normatif maupun
praktiknya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif
peran notaris dalam proses pembuatan akta otentik dan menelaah bagaimana
pengaruhnya terhadap keabsahan hukum suatu tindakan atau perjanjian. Dengan
demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan profesi
notaris dan peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.

METODE

"Huda, M. (2018). Hukum Perdata Indonesia: Prinsip dan Praktik. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
Mulyadi, D. (2020). Analisis Keabsahan Akta Otentik dalam Sistem Hukum Indonesia. Yogyakarta: Penerbit
UGM Press.
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Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang
mengkaji norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan serta
dokumen hukum lainnya yang relevan dengan topik pembahasan. Metode ini dipilih karena
penelitian ini bertujuan untuk memahami, menelaah, dan menganalisis peran serta
tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta otentik dari sudut pandang hukum positif
di Indonesia. Pendekatan yuridis normatif cocok digunakan dalam analisis hukum yang
lebih menitikberatkan pada doktrin, asas, serta peraturan yang berlaku sebagai acuan
utama dalam menyelesaikan permasalahan hukum.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, di mana penelitian ini
menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai ketentuan hukum yang
mengatur notaris dan akta otentik, kemudian menganalisisnya untuk mengetahui dampak
hukumnya terhadap keabsahan suatu perjanjian. Penelitian ini tidak hanya memaparkan
fakta dan aturan hukum, tetapi juga menganalisis hubungan antara peran notaris dengan
kekuatan hukum akta yang dihasilkannya.”

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan secara
langsung mengatur mengenai notaris dan akta otentik. Contoh dari bahan hukum
primer ini adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, serta Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (BW) khususnya pasal-pasal yang mengatur tentang
pembuktian dan akta.

2. Bahan hukum sekunder, berupa literatur-literatur hukum, buku, jurnal, dan artikel
ilmiah yang mendukung serta memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan penunjang seperti kamus hukum, ensiklopedia
hukum, dan sumber informasi lain yang membantu peneliti dalam memahami istilah-
istilah hukum secara lebih mendalam.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library
research), yaitu dengan menelusuri dan mengkaji literatur yang berkaitan dengan topik
peran notaris dan kekuatan hukum akta otentik. Penelusuran dilakukan terhadap
peraturan perundang-undangan, buku teks hukum, artikel ilmiah, serta sumber-sumber
hukum lainnya, baik cetak maupun elektronik.

Metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif, di mana
seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis secara sistematis.
Proses analisis dilakukan dengan cara mengklasifikasikan peraturan dan teori-teori hukum,

2 Nasution, S. (2021). Profesionalisme Notaris dalam Sistem Hukum Indonesia. Medan: Penerbit USU Press.
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kemudian dibandingkan dengan praktik di lapangan untuk menarik kesimpulan hukum
yang objektif dan argumentatif.3

Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif serta teknik analisis kualitatif
ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan pemahaman yang komprehensif
tentang bagaimana notaris menjalankan peran hukumnya dalam proses pembuatan akta
otentik serta dampak dari akta tersebut terhadap keabsahan hukum suatu perjanjian atau
tindakan hukum di Indonesia.

PEMBAHASAN
1. Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik

Notaris memiliki peran yang sangat vital dalam sistem hukum Indonesia, khususnya
dalam pembuatan akta otentik. Akta otentik merupakan akta yang dibuat oleh notaris
berdasarkan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris. Sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara, notaris
memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua tindakan hukum yang
tercantum dalam akta otentik dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, serta menjaga agar semua pihak yang terlibat memahami dengan jelas isi
dan konsekuensi dari perjanjian tersebut.

Sebagai contoh, dalam perjanjian jual beli tanah, notaris bertanggung jawab untuk
memastikan bahwa dokumen yang ditandatangani oleh para pihak adalah sah secara
hukum dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum perdata. Dalam
pembuatan akta otentik, notaris tidak hanya mencatatkan perjanjian yang telah disepakati
antara pihak-pihak yang bersangkutan, tetapi juga memberikan nasihat hukum yang
diperlukan bagi para pihak mengenai hak dan kewajiban mereka. Dalam hal ini, notaris
bertindak sebagai penjaga kepastian hukum, di mana akta otentik yang dikeluarkan akan
memiliki kekuatan pembuktian yang lebih tinggi dibandingkan dengan akta di bawah
tangan.

2. Kedudukan Akta Otentik dalam Sistem Hukum Indonesia

Akta otentik memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum
Indonesia karena memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna. Berdasarkan Pasal
1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), akta otentik memiliki
kekuatan pembuktian yang kuat di pengadilan. Artinya, dalam hal terjadi sengketa antara
para pihak yang terlibat dalam perjanjian, akta otentik yang dibuat oleh notaris akan

3 Purnama, R. (2020). Tanggung Jawab Hukum Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik. Surabaya: Penerbit
Bumi Aksara.
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menjadi bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian yang lebih tinggi daripada akta di
bawah tangan.*

Namun demikian, meskipun memiliki kekuatan pembuktian yang kuat, akta otentik
dapat batal demi hukum jika dalam pembuatannya terdapat cacat hukum. Cacat hukum
tersebut bisa berupa ketidaksesuaian dengan ketentuan perundang-undangan, atau jika
dalam proses pembuatan akta tidak dipatuhi prosedur yang berlaku. Oleh karena itu,
penting bagi notaris untuk tidak hanya bertindak sebagai pencatat perjanjian, tetapi juga
sebagai penjaga integritas hukum yang memastikan bahwa proses pembuatan akta
dilakukan secara sah dan benar.

3. Dampak Penyimpangan dalam Pembuatan Akta Otentik

Penyimpangan dalam pembuatan akta otentik dapat berdampak besar terhadap
keabsahan hukum dari perjanjian yang tercatat dalam akta tersebut. Beberapa contoh
penyimpangan yang dapat terjadi adalah ketidaksesuaian antara isi akta dengan kehendak
pihak yang membuat perjanjian, adanya penipuan atau pemaksaan terhadap pihak
tertentu dalam membuat perjanjian, atau bahkan ketidakmampuan salah satu pihak untuk
memahami isi dari perjanjian tersebut karena kurangnya pemberian penjelasan yang
memadai dari notaris.

Salah satu dampak langsung dari penyimpangan ini adalah batalnya perjanjian atau
tindakan hukum yang telah dilakukan. Sebagai contoh, jika dalam pembuatan akta jual beli
tanah terdapat kesalahan atau cacat dalam pengisian data pihak yang terlibat atau objek
yang diperjualbelikan, maka akta tersebut dapat dianggap tidak sah atau batal demi
hukum. Hal ini akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang terlibat, karena perjanjian
yang telah dianggap sah dan mengikat secara hukum, pada kenyataannya menjadi batal
dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Selain itu, penyimpangan dalam pembuatan akta otentik dapat merusak reputasi
dan kredibilitas profesi notaris itu sendiri. Jika seorang notaris tidak menjalankan tugasnya
dengan penuh kehati-hatian dan profesionalisme, maka dapat berakibat pada hilangnya
kepercayaan publik terhadap integritas profesi notaris, yang pada gilirannya dapat
berdampak negatif pada sistem hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengawasan
yang ketat terhadap profesi notaris dan peningkatan pendidikan serta pelatihan kepada
para notaris sangat penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan semacam ini.

4. Tanggung Jawab Hukum Notaris terhadap Akta Otentik

Sebagai pejabat umum, notaris memiliki tanggung jawab hukum yang besar
terhadap akta otentik yang dibuatnya. Tanggung jawab ini mencakup kewajiban untuk

4 Suryani, L. (2020). Keabsahan Akta Notaris dalam Perspektif Hukum Indonesia. Semarang: Penerbit Andi.
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memastikan bahwa seluruh proses pembuatan akta dilakukan sesuai dengan hukum yang
berlaku, termasuk memverifikasi identitas pihak-pihak yang terlibat dan memastikan
bahwa akta tersebut tidak melanggar norma atau prinsip hukum yang ada.>

Selain itu, notaris juga harus memastikan bahwa akta yang dibuat telah memenuhi
semua syarat formil dan materiil yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
Sebagai contoh, dalam akta pendirian perusahaan, notaris harus memeriksa dan
memastikan bahwa dokumen-dokumen yang diajukan oleh pendiri perusahaan sudah
lengkap dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti dokumen identitas, izin
usaha, dan lainnya.

Tanggung jawab notaris tidak hanya terbatas pada pembuatan akta, tetapi juga
pada pengawasan dan pemberian nasihat hukum yang jelas kepada para pihak yang
terlibat. Dalam beberapa kasus, ketidakjelasan dalam penjelasan atau bahkan
ketidaktahuan para pihak tentang hak dan kewajiban mereka dapat menyebabkan
sengketa hukum di kemudian hari. Oleh karena itu, seorang notaris harus memiliki
pemahaman yang mendalam tentang hukum dan peraturan yang berlaku serta mampu
memberikan penjelasan yang memadai agar pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian
dapat memahami sepenuhnya konsekuensi hukum dari tindakan yang mereka lakukan.®

5. Upaya Pengawasan dan Peningkatan Profesionalisme Notaris

Untuk menjaga agar peran notaris tetap efektif dan sesuai dengan tuntutan hukum,
perlu dilakukan pengawasan yang ketat terhadap profesi ini. Pengawasan ini bisa
dilakukan oleh lembaga yang berwenang, seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI), yang
bertugas untuk mengawasi dan menegakkan kode etik serta standar profesi notaris. Selain
itu, lembaga pengawasan juga harus memastikan bahwa notaris selalu mengikuti
perkembangan hukum dan memperoleh pendidikan yang cukup untuk mendalami
berbagai aspek hukum yang terkait dengan tugas mereka.

Peningkatan profesionalisme notaris juga dapat dilakukan melalui program
pelatihan dan pembekalan secara rutin, yang bertujuan untuk memperbarui pengetahuan
mereka mengenai perubahan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan
pembuatan akta otentik. Program-program ini diharapkan dapat memastikan bahwa
notaris memiliki kompetensi yang memadai dalam menjalankan tugas mereka serta selalu
memperhatikan etika profesi yang tinggi dalam setiap tindakan yang mereka lakukan.

Dampak dari peran notaris dalam pembuatan akta otentik terhadap keabsahan
hukum di Indonesia sangat signifikan, baik dari sisi positif maupun potensi negatifnya. Akta

5 Salim, H. (2021). Aspek Legalitas Akta Otentik dalam Sistem Hukum Indonesia. Makassar: Penerbit Fajar.
® Rahardjo, S. (2019). Hukum dan Praktik Notaris di Indonesia. Jakarta: Penerbit RajaGrafindo.
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otentik yang dibuat oleh notaris memiliki posisi yang sangat penting dalam dunia hukum
Indonesia. Sebagai dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, akta
otentik memberikan jaminan kepastian bagi para pihak yang terlibat dalam suatu
perjanjian atau transaksi. Oleh karena itu, dampak dari pembuatan akta otentik yang sah
dan sesuai dengan prosedur hukum dapat membawa dampak positif yang sangat besar
dalam memberikan kepastian hukum, baik bagi individu maupun lembaga yang terlibat
dalam transaksi tersebut.

Dampak positif pertama adalah akta otentik memberikan kepastian hukum yang
kuat. Akta yang dibuat oleh notaris di hadapan kedua belah pihak yang terlibat dan
disaksikan oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sangat tinggi di pengadilan.
Hal ini berarti, jika terjadi sengketa terkait dengan isi atau keabsahan perjanjian yang
tercantum dalam akta tersebut, maka akta otentik menjadi bukti yang sah yang dapat
diterima oleh pengadilan. Kepastian hukum ini memberikan rasa aman dan perlindungan
bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian, serta dapat mencegah potensi terjadinya
perselisihan yang berkepanjangan.

Dampak positif lainnya adalah meningkatkan kualitas transaksi hukum di Indonesia.
Dalam praktiknya, banyak transaksi penting yang membutuhkan akta otentik, seperti jual
beli properti, hibah, perjanjian kredit, dan pendirian perusahaan. Keberadaan akta otentik
menjamin bahwa transaksi tersebut memenuhi syarat-syarat hukum yang berlaku dan
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Proses yang dilakukan oleh notaris tidak
hanya memastikan keabsahan dokumen tersebut, tetapi juga memberikan perlindungan
terhadap hak-hak pihak-pihak yang terlibat. Dengan adanya akta otentik, semua pihak
yang terlibat dalam suatu transaksi dapat lebih percaya diri dan tidak merasa dirugikan
oleh ketidakjelasan atau keraguan terhadap status hukum transaksi yang dilakukan.

Namun, di sisi lain, jika akta otentik yang dibuat oleh notaris tidak sesuai dengan
prosedur yang benar atau terjadi kelalaian dalam proses pembuatan akta, maka
dampaknya dapat sangat merugikan. Salah satu dampak negatif yang dapat timbul adalah
batalnya perjanjian atau transaksi yang tercantum dalam akta tersebut. Jika akta yang
dibuat tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka akta tersebut dapat
dianggap tidak sah atau batal demi hukum. Hal ini tentu akan menimbulkan ketidakpastian
hukum dan dapat memicu sengketa antara pihak-pihak yang terlibat, baik secara pribadi
maupun lembaga.”

Selain itu, penyimpangan dalam pembuatan akta otentik juga dapat merusak
reputasi notaris sebagai profesi yang harus menjaga integritas dan profesionalisme. Jika
notaris terlibat dalam pembuatan akta yang tidak sah atau memfasilitasi transaksi yang

7 Widianto, H. (2020). Peranan Notaris dalam Penyelesaian Sengketa di Indonesia. Bandung: Penerbit Citra
Aditya Bak

1580



Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, Vol. 3, Nomor 2 (April-June, 2025): 1574-1582

tidak sesuai dengan ketentuan hukum, maka kredibilitas profesi notaris akan
dipertanyakan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat
terhadap sistem hukum dan notaris, yang pada gilirannya dapat berdampak pada
penurunan kualitas layanan hukum di Indonesia.

Selain itu, dampak negatif lainnya adalah potensi terjadinya tindak pidana, seperti
pemalsuan dokumen atau penipuan yang dilakukan dengan menggunakan akta otentik
yang dibuat secara tidak sah. Jika notaris tidak berhati-hati dalam menjalankan tugasnya
atau gagal melakukan verifikasi terhadap data yang diberikan oleh pihak-pihak yang
terlibat dalam perjanjian, maka ada kemungkinan bahwa akta yang dihasilkan dapat
disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Tindak pidana ini dapat
merugikan banyak pihak, termasuk masyarakat dan pihak lembaga yang terkait.®

Dengan demikian, meskipun pembuatan akta otentik oleh notaris dapat membawa
dampak positif yang signifikan terhadap kepastian hukum dan kualitas transaksi, potensi
dampak negatif juga perlu diwaspadai. Oleh karena itu, penting bagi notaris untuk
menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, mengikuti prosedur yang benar,
dan menjaga integritas profesinya agar dampak negatif tersebut dapat diminimalisir.
Pemantauan dan pengawasan terhadap profesi notaris juga diperlukan untuk memastikan
bahwa akta otentik yang dihasilkan benar-benar sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

PENUTUP

Kesimpulan dari pembahasan mengenai peran notaris dalam pembuatan akta
otentik dan dampaknya terhadap keabsahan hukum di Indonesia menunjukkan bahwa
profesi notaris memegang peranan yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia,
khususnya dalam memastikan bahwa akta yang dihasilkan memiliki kekuatan pembuktian
yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Akta otentik, yang dibuat oleh notaris,
memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat di pengadilan, memberikan jaminan kepastian
hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian, dan menjamin bahwa perjanjian
tersebut memenuhi syarat yang ditetapkan oleh hukum. Namun, meskipun akta otentik
memiliki nilai pembuktian yang tinggi, terdapat risiko besar yang dapat terjadi jika
pembuatan akta tersebut tidak dilakukan dengan benar atau terdapat penyimpangan
dalam prosedurnya. Penyimpangan yang terjadi, baik yang bersifat administratif maupun
substantif, dapat menyebabkan akta tersebut batal demi hukum, yang tentu saja dapat
merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Untuk itu, seorang notaris dituntut
untuk memiliki kompetensi, profesionalisme, dan integritas yang tinggi dalam
menjalankan tugasnya

8 Widianto, H. (2020). Peranan Notaris dalam Penyelesaian Sengketa di Indonesia. Bandung: Penerbit Citra
Aditya Bak
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Tanggung jawab hukum seorang notaris terhadap keabsahan akta yang dibuatnya
sangat besar. Mereka tidak hanya bertugas sebagai pencatat perjanjian, tetapi juga
sebagai penjaga keabsahan dan legalitas dokumen yang memiliki dampak jangka panjang
bagi kehidupan hukum masyarakat. Dalam hal ini, peran notaris juga terkait dengan
kualitas layanan publik yang diberikan, di mana kepercayaan masyarakat terhadap institusi
notaris harus senantiasa dijaga. Dari segi pengawasan, upaya pengawasan terhadap
profesi notaris perlu terus dilakukan, baik oleh lembaga pengawas profesi seperti Ikatan
Notaris Indonesia (INI), maupun oleh instansi pemerintah yang berwenang. Pengawasan
ini bertujuan untuk menjaga agar seluruh proses pembuatan akta otentik berlangsung
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menghindari penyimpangan yang dapat
merugikan masyarakat, dan memastikan agar profesi notaris selalu berkembang seiring
dengan perubahan peraturan dan tuntutan hukum yang ada. Secara keseluruhan,
meskipun profesi notaris sudah diatur dengan ketat dalam perundang-undangan, untuk
menjaga integritas dan kualitas pelayanan hukum, diperlukan upaya terus-menerus dalam
meningkatkan kapasitas dan pengawasan terhadap profesi ini. Oleh karena itu, penting
bagi semua pihak terkait untuk bekerja sama dalam menciptakan sistem hukum yang
transparan, efektif, dan adil, dengan notaris sebagai salah satu elemen penting dalam
menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum.
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